BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari yang telah penulis uraikan diatas maka dengan ini penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

COVID-19 memiliki dampak yang sangat luas terhadap semua aspek
kehidupan manusia, terutama masyarakat, kesehatan dan ekonomi.
COVID-19 juga menciptakan konflik kepentingan yang berbeda di
berbagai bidang, salah satunya adalah hak atas privasi dan transparasi
informasi publik. Hal ini menimbulkan dilema karena pelanggaran hak
individu selama pandemi COVID-19 menimbulkan stigma dan persekusi,
sedangkan pelanggaran terhadap transparasi informasi publik berdampak
pada lambatnya proses penanganan COVID-19. Namun, di era pandemi
COVID-19, dengan adanya dorongan publik terhadap keterbukaan
informasi  publik, asas kepentingan publik adalah hukum melalui
komitmen yang kuat terhadap asas “tidak ada yang melebihi hukum”. Oleh
karena itu, good governance sangat penting untuk memberikan pelayanan
yang baik kepada masyarakat. Implementasi kebijakan ini secara
berkelanjutan oleh pemerintah sebagai otoritas pengatur penting untuk
memajukan kepentingan umum tanpa melanggar hak individu.

Aturan hukum positif yang seharusnya digunakan oleh pemerintah sebagai
acuan terkait Kerahasiaan Data Pasien Positif COVID-19 apabila ditinjau
dari sudut pandang Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 4 dan
Pasal 10 ayat 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di mana
Undang-Undang tersebut mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya dan membuka akses bagi
masyarakat untuk mengetahui informasi tentang kesehatan ataupun
penyakit menular adalah (1) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)
Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rahasia Medis, Peraturan ini beertujuan

memberikan jaminan yang sah dalam keamanan, konservasi, perlindungan,
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penjagaan, dan penyimpanan rahasia medis. Peraturan ini memuat aturan
tentang bagaimana seorang dokter harus menjaga kerahasiaan data
pasiennya sampai kapanpun, namun apabila informasi mengenai data
pasien tersebut dibutuhkan demi kepentingan umum dan hajat hidup orang
banyak maka pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan. (2)
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor
2166/MENKES/PER/X/2011 tentanng Standar Pelayanan Infromasi
Publik Pada Kementerian Kesehatan dengan adanya alasan dari pembuatan
peraturan ini adalah untuk memberikan acuan kepada unit-unit
fundamental dan vertical di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk
memberikan administrasi data public di Kementerian Kesehatan. Salah
satu acuan yang terdapat dalam peraturan ini adalah adanya standar
mengenai keterbukaan informasi serta beberapa kategorisasi informasi
publik kementerian kesehatan yang mana dalam keadaan tertentu
informasi wajib diumumkan secara serta merta. Lalu apabila ada pasien
dan keluarganya yang berkeberatan atas pembukaan data demi contact
tracing maka hal tersebut telah diatur dalam Permenkes ini, (3) Surat
Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 tahun 2020 tentang Pelayanan
Informasi  Publik Pada Masa Darurat Kesehatan, tujuan dari
dikeluarkannya surat edaran ini oleh pemerintah adalah untuk memberikan
informasi yang berkaitan dengan Covid-19 kepada publik dalam masa
darurat kesehatan ini.

Tindakan hukum pidana yang mengatur kerahasiaan informasi medis
antara lain diatur dalam pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang
ancaman pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Ayat (2)
menjelaskan bahwa pelanggaran rahasia medis dan pelanggaran rahasia
medis hanya dapat dituntut jika ada laporan dari orang yang haknya
dilanggar. Selain itu, UU No 29 Tahun 2004 mengatur tentang praktik
kedokteran. Hal ini berkaitan dengan kewajiban kerahasiaan medis dokter
dalam pasal 48 ayat (1) dan hal-hal yang harus diungkapkan dalam ayat
(2). Rahasia perawatan medis arahan lainnya adalah peraturan menteri
kesehatan republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam
Medis menyatakan bahwa meskipun data tentang datau atau informasi,
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determinasi, riwayat penyakit, riwayat pengkajian dan riwayat medis
pasien harus tetap diklasifikasikan oleh staf medis, pejabat pelaksana dan
kepala dinas kesehatan, data ini dapat diungkap antara lain untuk
memenuhi tuntutan kepolisian atas perintah pengadilan dan memenuhi
tuntutan dari yayasan/organisasi sesuai pengaturan hukum. Permohonan
harus diserahkan dicatat sebagai hard copy inisiatif rumah sakit darurat.
Demikian juga Permenkes ini juga mengatur kepemilikan, kelebihan dan
kewajiban dalam pengawasan rekam medis. Dokumen rekam medis adalah
milik kantor administrasi kesehatan dan item-itemnya sebagai ikhtisar
catatan medis adalah milik pasien. Data medis dapat diberikan, direkam,
atau direplikasi oleh pasien atau individu yang disetujui atau dengan
persetujuan pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu, kecuali untuk
pendidikan dan penelitian yang dilakukan untuk kepentingan negara,
pemanfaatan rekam medis yang menyebutkan identitas pasien harus
mendapat persetujuan dari pasien dan ahli warisnya dan harus dijaga
kerahasiannya.

5.  Berkas rekam medis tidak bisa dibuka pihak-pihak yang tidak berwenang
karena akan menyalahi perundang-undangan yang mempunyai
kewenangan dalam pembukaan berkas rekam medis hanyalah keluarga
itu sendiri jika bukan keluarga harus memiliki surat ijin dari keluarga
tersebut dan juga dalam tujuan negara seperti adanya observasi terhadap
pasien maka identitas pasien di ketahui oleh pihak yang ingin melakukan

observasi tersebut.

5.2 Saran
Di sini penulis memberikan saran bahwasannya jika sudah diatur

dalam undang-undang tentang kerahasiaan pasien maka seharusnya tenaga
medis pun juga harus menaati hal tersebut meskipun pasien COVID-19
tetap harus dirahasiakan. Lebih baik adanya pembentukan Undang-Undang
mengenai perlindungan data pasien lebih dipertajam kembali.

Perlindungan mengenai data pasien seharusnya lebih di rahasiakan jika
memang itu hanya boleh di lihat oleh keluarga sendiri dikarenakan dengan
adanya observasi pun tidak menjamin dengan adanya kebocoran data pasien

tersebut.
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